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Abstrak

Digitalisasi telah memasuki lini sektor kehidupan manusia tak terkecuali ektor
ekonomi dan bisnis. Digitalisasi juga telah masuk kedalam industry keuangan dimana
saat ini marak bermuculannya financial technology (Fintech). Data menyebutkan
bahwa saat ini fintech di Indonesia yaitu sebesar 164 perusahaan. Munculnya fintech
ini berdapak positif bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dimana melalui fintech ini permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku
UMKM dapat teratasi.
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Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting
terutama bagi perkembangan perekonomian di negara ini (Rahardjo, 2019). Peranan
yang terpeting dari adanya UMKM ini adalah dapat terciptanya lapangan kerja baru
dan memungkinkan dapat dihimpunnya pajak sebagai penerimaan negara
(Sucahyawati, 2019). UMKM dinilai lebih cepat menciptakan lapangan pekerjaan
dibandingkan sektor usaha besar lainnya, kontribusi besar lainnya adalah UMKM
memiliki peranan penting dalam ekspor dan perdagangan internasional sehingga
mampu menjadi penyangga dalam penyumbang devisa negara (Setiawan, 2018).
Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan UMKM sendiri mulai mengalami

perkembangan yang begitu cepat (Luckandi, 2019).

Sumbangsih UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat

dikatakan cukup besar yiatu mencapai 61,41% dan mampu menyerap tenaga kerja



hingga 96,71% di tahun 2017 (Menengah, 2017). Sedangkan jumlah pelaku yang
menjalankan usaha UMKM ini tercatat sejumlah 60 juta pelaku usaha di tahun 2019
dengan jumlah pelaku yang begitu banyak tentunya berpotensi menyerap tenaga kerja
yang tidak sedikit (Nugroho, 2019). Data lain juga menyebutkan bahwa UMKM
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97 % dengan rincian penyerapan tenaga kerja
usaha besar 3,3%, usaha menegah 4 %, usaha kecil 5,7 dan usaha mikro sebesar 87 %
(Katadata, 2016).
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Gambar. 1. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja

Dari data diatas menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peranan penting
dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM juga harus di didorong agar dapat menyerap
tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga tingkat pengangguran akan berkurang
(Oktafia, 2017). Selain itu perekonomian nasional maupun regional terus meningkat
hal ini karena UMKM mampu sebagai penyangga ekonomi nasional oleh karena itu
eksistensi, ketangguhan ataupun kontribusi dari UMKM ini terus mengalami

penigkatan dan tidak bisa diragukan lagi (Dewi, 2019).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi UMKM cukup tinggi
adalah provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi UMKM cukup besar (Sadewo,
2019). UMKM juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi tulang
punggung bagi perekonomian di Jawa Timur dengan memberikan kontribusi yang
cukup besar yaitu sebesar 54,98% terhadap PDB Provinsi Jawa Timur sendiri di
tahun 2012 dan mengalami peningkatan sebesar 57,52 % di tahun 2016 (Asandimitra,
2019).



Potensi UMKM di Jawa Timur sendiri bisa dikatakan cukup besar dimana
UMKM di Jawa Timur sendiri tersebar kedalam 38 Kabupaten/Kota yang berada di
Jawa Timur dengan jumlah UMKM terbanyak berada di Kabupaten Jember (Timur,
2018).
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Gambar. 2. Data Jumlah UMKM Di Jawa Timur

Meskipun potensi UMKM di Indonesia dan Jawa Timur cukup besar tetapi
masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM vyaitu permasalahan
permodalan dan hal ini merupakan penghambat bagi berkembangnya UMKM
tersebut (Abdianur, 2019). Penyebab sulitnya pelaku UMKM mendapatkan akses
permodalan dari lembaga perbankan adalah karena keterbatasan pelaku UMKM
dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas (Amir Hidayatulloh&Rintan
Nuzul Ainy, 2019).

Proses pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh
pelaku usaha tetapi problematika yang ada di masyarakat adalah proses ini
merupakan proses yang yang dirasa merepotkan dan menambah pekerjaan bagi para
pelaku UMKM (Latifah, Maika, & Masruchin, 2017). Keterbatasan permodalan ini



membuat para pelaku UMKM sulit untuk memperbesar dan mengembangkan
usahanya selain itu dengan permasalahan ini juga mengakibatkan para pelaku sulit
mengembangkan pangsa pasar usaha mereka (Saadiah, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi mulai berkembang ke
ranah digital dimana perkembangan ini ditujukan untuk menjadikan Indonesia
sebagai negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2024, pemerintah yakni berfungsi
sebagai regulator ekonomi negara harus berupaya dalam memberdayakan masyarakat
Indonesia dari masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah terpencil untuk turut
merasakan dampak dari berkembangnya teknologi di masa yang akan datang
(Novalia, 2018).

Salah satu inovasi pengembangan teknologi dalam bisnis dan ekonomi
khususnya dalam dunia perbankan adalah bermunculnya financial technologi
(Fintech) yang mempunyai fungsi untuk memudahkan segala jenis transaksi meliputi
jual beli,investasi ataupun pengumpulan dana (Muthiah Az-Zahra Rasyid&Ro’fah
Setyowati, 2017). Data terakhir menyebutkan bahwa jumlah fintech yang terdaftar
dan berizin pada otoritas jasa keuangan adalah sebanyak 144 perusahaan (OJK,
2019).

Fintech muncul bukan hanya sebagai layanan traksaksi keungan online tetapi
hadir dengan membawa fungsi yang begitu banyak. Fintech di Indonesia saat ini
didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), aggregator (15%), pembiayaan
(15%), perencana keuangan personal (10%), crowdfunding (8%) dan yang berbentuk
lainnya adalah sebesar (8%) (Manan, 2019). Jumlah masyarakat Indonesia saat ini
yang memiliki rekening pada bank adalah sebesar 36% dimana masih banyak
masyarakat yang belum mempunyai rekening pada bank dan belum tersentuh oleh
layanan perbankan oleh karena itu fintech di Indonesia hadir untuk memberikan
layanan keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat yang tidak tersentuh

layanan keuangan perbankan (Faih, 2019).



Semakin banyak bermunculannya fintech menjadikan bank saat ini mengubah
model bisnisnya menjadi bentuk fintech yang ditujukan untuk menciptakan pasar baru
dan memungkinkan untuk menciptakan layanan baru berbasis teknologi (Urbach,
2018). Pasar fintech dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan potensial diamana
hal ini didasari oleh fakta yang terjadi yaitu 49 juta UMKM masih belum mendapat
akses dari lembaga keuangan perbankan (Isnawati, 2019).

Salah satu fintech yang saat ini bermunculan adalah fintech syariah dimana
saat ini jumlah fintech syariah bisa dikatakan cukup tinggi yaitu sebesar 46
perusahaan (Indonesia, 2019). Salah satu fintech yang hadir dan terdaftar pada
asosiasi fintech syariah Indonesia adalah fintech syariah ijabgabul.id.

Fintech syariah ijabgabul.id hadir sebagai jawaban atas permasalahan
permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Dengan skema model
pembiayaan dengan mengimplementasikan akad mudharabah fintech ijabgabul.id
mencoba memberikan solusi permodalan sesuai syariah kepada para pelaku UMKM

terutama para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Selain memberikan permodalan fintech ijabgabul.id juga memberikan edukasi
kepada para pelaku UMKM mengenai keuangan syariah dimana menurut survey yang
dilakukan otoritas jasa keuangan indeks literasi keuangan syariah masyarakat
Indonesia bisa dikatakan cukup rendah yaitu sebesar 8,11 % sedangkan indeks

inkluasi keuangan syariah hanya sebesar 11,06 % (Keuangan, 2016).

Fintech ijabgabul bukan hanya memberikan permodalan dan edukasi
mengenai keuangan syariah tetapi juga memberdayakan UMKM yang diberikan
permodalan yaitu berupa memberikan pelatihan menejemen pelatihan kepada para
pelaku UMKM dalam bentuk pelatihan pencatatan laporan keuangan dan cara
memasarkan produk usaha dada tata kelola menejemen yang benar sehingga

permasalahan manajemen yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dapat teratasi.



Dari pemaparan diatas didalam artikel ini akan dibahas mengenai integrasi
fintech ijabgabul dalam memberikan solusi permodalan kepada para pelaku UMKM
yang tidak mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan pada bisnis di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup pesar
dimana bisnis yang saat ini berkembang pesat adalah bisnis UMKM selain itu
UMKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
dan mendorong pertumbah ekonomi Indonesia (Martiana, 2019).

Usaha mikro kecil menengah atau bisa disingkat dengan UMKM adalah
sebuah istilah diamana singkatan tersebut mengacu pada usaha kecil yang
mempunyai penghasilan bersih paling banyak sebesar 200.000.000 dan didalam
penghasilan tersebut tidak termasuk dalam asset tetap usaha itu sendiri

(Satriawan&Periansya, 2018).

UMKM juga dapat didefinisikan sebagai unit usaha yang bersifat produktif
dimana usaha tersebut berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau
badan usaha di seluruh sektor ekonomi masyarakat (Maramis, 2019). Adapun
UMKM sendiri memiliki dasar hukum yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam undang undang tersebut dijelaskan

mengenai devinisi mengenai UMKM vyaitu sebagai berikut (Noviasari, 2016)

1. Usaha mikro adalah usaha yang bersifat produktif yang dimiliki orang
atau badan usaha yang telah memenubhi kriteria undang — undang yang
telah diatur dalam undang undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif dan berdiri

sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha yang tidak



termasuk kedalam anak perusahaan atau cabang usaha yang telah
dimiliki dan memenuhi kriteria usaha kecil yang dimana telah diatur
dalam undang undang yang berlaku.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif dan
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang
dimana bukan termasuk perusahaan atau cabang perusahaan yang
penghasilannya telah diatur dalam undang undang.

Dalam undang undang tersebut diatur juga mengenai kriteria yang termasuk
usaha yang kecil, mikro dan menengah. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai
berikut (Trianovie, 2019).

Tabel 1. Kriteria UMKM

No Uraian
Asset Omset
1 Usaha Mikro Maksimal Maksimal
50 Juta 300 Juta
2 Usaha Kecil > 50 Juta — 500 Juta >300 Juta—-2.5
Miliar
3 Usaha Menengah >500 Juta — 10 Miliar >2.5 Miliar - 50
Miliar

Sedangkan usaha besar dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang
bersifat produktif dimana pelaku dari badan usaha tersebut adalah badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari usaha menengah (Gunawan, 2018).
Didalam UMKM sendiri terdapat beberapa klasifikasi kelompok usaha yaitu antara
lain (Nugraha, 2019):

1. Livelhood Activities
Livehood activities adalah UMKM vyang ditujukan untuk

membuka kesempatan kerja yang bertujuan untuk mencari nafkah



lebih umumnya bisa disebut sektor informal. Contoh dari UMKM ini
adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise
Micro Enterprise sendiri adalah UMKM yang mempunyai sifat
pengerajin tetapi disisi lain UMKM ini belum bisa dikatakan sebagai
kewirausahaan.
3. Small Dynamic
Small dynamic adalah adalah UMKM yang mempunyai jiwa
kewirausahaan dan mampu mengerjakan kegiatan subkontrak selain
itu dalam UMKM ini juga mampu melakukan kegiatan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise
Fast moving enterprise adalah UMKM yang dapat dikatakan sebagai
UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan telah bertransformasi

pada usaha yang lebih besar.

Fintech Syariah

Fintech merupakan istilah dari financial technology atau bisa dikatakan
teknologi finansial sedangkan menurut The National Digital Research Centre
(NDRC) mendefinisikan fintech sebagai inovasi layanan berbasis keuangan (Novalia,
2018). Sedangkan definisi fintech menurut bank Indonesia adalah suatu media yang
berasal dari gabungan teknologi dan keuangan yang mengubah bisnis dari
konvesional menjadi lebih moderat yang semula dilakukan dengan bertatap muka dan
membawa sejumlah uang kini dapat dilakukan dengan jarak jauh tanpa harus bertatap

muka dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Marzuki, 2019).

Sama seperti lembaga keuangan bank ataupun non bank pada umumnya
fintech dibagai kedalam dua kategori pertama adalah fintech konvensional dan fintech
syariah (Riyadi, 2019). Definisi fintech syariah sendiri dapat dilihat pada Fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 mendefinisikan fintech



syariah sebagai salah satu penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan
menggunakan  prinsip  syariah yang didalamnya mempertemukan dan
menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan yang
bertujuan untuk melakukan akad melalui media elektronik dengan menggunakan
media internet (Tsuroyya&Muzayyanah, 2019).

Pertumbuhan fintech dapat dilihat pada tahun 2016 dimana pada saat itu
masyarakat mulai mengenal dan menggunakan layanan keuangan yang diberikan oleh
fintech dan selama dua tahun terakhir trend pertumbuhan fintech dapat dikatakan
begitu pesar (Tripalupi, 2019). Menurut data yang dihimpun oleh otoritas jasa
keuangan ada sebanyak 164 fintech yang ada di Indonesia dengan rincian adalah 139
perusahaan fintech terdaftar dan 25 fintech berizin sedangkan jumlah fintech
konvesional sebanyak 152 dan fintech syariah sebanyak 12 atau 7,3 % dari total

keseluruhan fintech yang ada di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)..

Syariah
7.3%

Konvensional
92.7%

Gambar. 3. Data Fintech Di Indonesia

Pada umumnya perusahaan fintech adalah perusahaan start-up dimana

perusahaan tersebut menawarkan layanan keuangan dan solusi keuangan pada
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masyarakat yang diaplikasikan dalam bentuk produk-produk meliputi produk
pembayaran mobile, pinjaman, transfer uang ataupun berupa manajamen asset yang
ditawarkan oleh fintech tersebut (Fitriyadi, 2019). Sedangkan layanan fintech dapat
dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu antara lain (Aguspriyani, 2019):

1. Layanan crowdfunding dan peer to peer lending yang meliputi
layanan deposits, capital raising dan lending.

2. Kategori investment dan risk management yang didalam produk ini
meliputi produk robo advice, insurance dan e-trading.

3. Kategori payments, clearing dan settlement yang dimana dalam
kategori ini meliputi produk mobile payment.

Permodalan

Permodalan dapat didefinisikan sebagai bagian yang diberikan kepada
pengusaha yang digunakan oleh pengusaha untuk biaya operasi usaha pada saat
menjalankan bisnis tersebut (Sulistiogo, 2019). Salah satu permasalahan yang
dihadapi oleh UMKM adalah akses permodalan dimana permasalahan ini merupakan
permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM yang ada di
Indonesia (Rasyid&Rahmiati, 2019). Akses permodalan pada lembaga keuangan
perbankan pada UMKM masih dirasa sulit hal ini juga dibuktikan bahwa dari 1000
pelaku usaha hanya 74 orang yang mengakses pembiayaan dari pihak perbankan
(Data, 2017).

Pemilik Rekening Kredit Perbankan dari 1.000 Penduduk Dewasa (2012-Agt 2017)
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Gambar. 4. Pemilik Rekening Kredit UMKM

Menanggapi permasalahan sulitnya UMKM mendapatkan permodalan
pemerintah selaku regulator sudah sejak lama memberikan solusi bagi para pelaku
UMKM vyaitu dengan memberikan kredit pembiayaan yang hanya ditujukan untuk
pelaku UMKM dan hal ini telah tertuang pada peraturan pemerintah melalui
peraturan bank Indonesia PBI No0.14/22/PBI1/2012 dimana dalam peraturan tersebut
mewajibkan bank untuk menyalurkan 20% dari pembiayaan UMKM dan hal ini harus
dipenuhi paling lambat pada tahun 2018 (Rotinsulu, 2019). Pemerintah sendiri juga
sudah berupaya dalam mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para
pelaku usaha dengan mengucurkan kredit UMKM yang begitu besar total di tahun
2017 sebanyak 884,63 trilliun dengan dibagai kedalam tiga kategori usaha yaitu

usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (KataData, 2018).

Baki Debet Kredit UMKM per Juli 2017

Kredit Uszha Mikro 205,3 Triliun

Kredit Usaha Kedil 267,5 Triliun

Kredit Usaha Menengah 411,2 Triliun

0 100 Triliun 200 Triliun 300 Triliun 400 Triliun 500 Triliun

Rupiah

Gambar. 5. Baki Kredit UMKM Tahun 2017
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Metode Penulisan

Pendekatan Penulisan

Dalam artikel ini dilandasai oleh data — data yang akurat dan selain itu
didalam data ini data yang diperoleh juga relevan dengan isu yang diangkat dengan
bersumber pada data publikasi pemerintah, penelitian dan artikel yang tekait. Dalam
penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang dapat didefinisikan sebagai
metode yang dilakukan dalam rangka mencari sebuah makna pengertian, karakteristik
dan konsep yang disajikan secara naratif.

Rancangan Penulisan

Sebelum penulisan ini dilakukan tentunya dilakukan pembuatan rancangan
penulisan dimana tahapan awal dalam penulisan ini adalah membuat identifikasi
permasalahan yang dilakukan dalam proses pengamatan melalui melihat artikel
terkait dan isu yang ada pada usaha UMKM. Proses selanjutnya adalah pemberian
solusi dimana dalam pemberian solusi ini penulis menawarkan sebuah solusi yaitu
permodalan melalui fintech ijabgabul.id dan tahapan terakhir adalah proses penulisan

yang membahas mengenai isu dan solusi yang diberikan.

Fokus dan Obyek Penulisan

Dalam penulisan ini fokus dan obyek penulisan terdapat dua obyek, pertama
adalah permasalahan permodalan UMKM yang mengalami permasalahan dan fintech
yang saat ini hadir sebagai solusi permasalahan permodalan. Dari fokus dan obyek
penulisan ini selanjutnya akan digali mengenai permasalahan yang terjadi dan

selanjutnya akan diangkat didalam artikel ini.
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Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini terdapat langkah langkah dalam mengumpulkan data
yang terkait dan dibutuhkan mengenai artikel yang sedang diangkat. Langkah tersebut
dibagi kedalam dua langkah yaitu sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam penulisan artikel ini adalah penulis mencari
permasalahan lalu akan disusun mengenai data data yang akan
dibutuhkan dan selanjutnya akan dilakukan pencarian data.

2. Setelah data yang dibutuhkan disusun selanjutnya akan dilakukan
pencarian data dan dikumpulkan. Pencarian data ini dilakukan melalui
website resmi pemerintahan dan data data yang di publish oleh

pemerintahan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data
kualitatif dimana analisis data kualitatif ini menjelaskan mengenai data data yang
dihasilkan dari proses pengumpulan. Tahapan selanjutnya adalah menganalisa data
yang telah dikumpulkan dan memulai mencari sumber permasalahan yang akan
diangkat dan tahapan terakhir adalah memberikan solusi atas permasalahan yang

diangkat.
Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM

Seperti yang dijelaskan sebelumnya UMKM mempunyai turut andil dalam
menumbuhkan ekonomi di Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan
yang luas dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sehingga
dampak besarnya adalah angka kemiskinan dapat berkurang. Dalam hal lain

pemerintah juga memperhatikan mengenai perkembangan UMKM melalui paket
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paket kebijakan salah satunya memberikan pembiayaan UMKM melalui produk
kredit usaha rakyat. Paket kebijakan ini dinilai dapat memberikan solusi atas
permasalah yang kerap dirasakan oleh para pelaku UMKM vyaitu permasalahan

permodalan.

Diharapkan melalui paket kebijakan ini permasalahan permodalan dapat
teratasi dan pertumbuhan UMKM dapat tumbuh secara signifikan.  Melalui
pertumbuhan UMKM yang signifikan diharapkan dapat membuka lapangan
pekerjaan yang begitu luas sehingga angka kemiskinan diharapkan akan turun drastis.

Kondisi Permodalan UMKM

Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah permasalahan permodalan dimana
permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh
para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM sulit mendapatkan permodalan dari
lembaga keuangan perbankan adalah karena sulitnya persyaratan yang diberikan oleh
lembaga keuangan perbankan kepada para pelaku UMKM.

Permasalahan permodalan ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM yang ada di
Jawa timur bahwa hanya 20% UMKM vyang memiliki akses permodalan pada
lembaga perbankan sedangkan sisanya mendapatkan permodalan melalui koperasi
sebesar 22%, keluarga sebesar 28 % dan pribadi sebesar 33% (Rofik, 2019).

Bank W Koperasi WM Keluarga/Relasi W Pribadi
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Gambar. 6. Sumber Permodalan UMKM

Apabila UMKM membutuhkan permodalan maka pihak luar yang berperan
dalam memberikan permodalan tersebut semisal lembaga bank perkreditan atau
rentenir dengan bunga yang tinggi yang justru akan merugikan para pelaku UMKM
(Prativi, 2019).

Fintech ljabgabul.id Solusi Permodalan UMKM

Fintech ijabgabul merupakan fintech syariah dimana fintech ini fokus
utamanya adalah memberikan permodalan kepada para pelaku UMKM. Dalam
pemberian permodalannya fintech ijabgabul menggunakan prinsip syariah dimana
akad yang digunakan adalah akad mudharabah, akad musyarakah dan akad
murabahah.

Pada tahun pertama fintech ijabgabul dapat memberikan permodalan pada
lima UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo dimana plafon pembiayaan yang
diberikan adalah 1 juta hingga 5 juta. Dalam menjalankan bisnisnya fintech ini
menggunakan skema crowdfunding yang mempertemukan antara investor selaku
pihak yang mempunyai kelebihan modal dengan para pelaku UMKM yang

membutuhkan permodalan.

Skema bagi hasil digunakan dalam pemberian permodalan ini dimana dalam
skema bagi hasil menggunakan system profit sharing dimana keuntungan yang
dibagikan adalah keuntungan bersih yang telah dikurangi dari beban beban ushaa
sehingga dalam system bagi hasil ini terdapat keadilan antara para pelaku UMKM
dengan investor. Selain itu didalam fintech ini juga terdapat sharing resiko dimana

resiko usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM juga dirasakan oleh fintech ini.

Selain memberikan permodalan fintech ini juga memberikan edukasi kepada
masyarakat mengenai keuangan syariah dimana literasi akan keuangan syariah di

masyarakat masih kurang. Oleh karena itu fintech ini berusaha memberikan edukasi
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dengan cara menjelaskan mengenai akad akad dalam bermuamallah dan mengedukasi
masyarakat mengenai nilai nilai kejujuran dalam bermuamallah sehingga membawa

keberkahan antara kedua belah pihak.

Untuk mengatasi permasalahan manajemen fintech ini juga memberikan
pelatihan mengenai system manajemen yang baik dalam menjalankan usaha dengan
cara kecil yaitu bagaimana cara memasarkan produk usaha dan strategi yang harus
diterapkan. Sehingga dari permasalahan ini diharapkan memberikan solusi bagi para
pelaku UMKM atas permasalahan manajemen dalam usaha.

Kesimpulan

Permasalahan UMKM pada umumnya adalah permasalahan permodalan
dimana permasalahan ini harus dapat diatasi sehingga permasalahan ini dapat teratasi.
Oleh karena itu fintech ijabgabul hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang
terjadi. Melalui produk permodalannya fintech ini berusaha memberikan jawaban.
Bukan hanya memberikan solusi fintech ini juga memberikan edukasi mengenai

keuangan syariah sehingga literasi keuangan syariah masyarakat dapat meningkat.
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